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Abstract. The purpose of analyzing the application of the Land Value Capture (LVC) 

approach in infrastructure development. This study uses a qualitative methodology to 

gain an understanding of the concept of value capture and institutional design 

approaches in certain contexts. The approach method that will be used to carry out 

this work is in the form of: inventory, analysis and discussion which can further be in 

the form of: Desk Study (literature study): best practice, related literature and Primary 

Survey: direct observation in the field. The results of the study are the following factors: 

the determinants of the success of the implementation of the LVC policy in Semarang 

City are very likely to make LVC an alternative funding for infrastructure, however, in 

order to achieve the successful implementation of LVC, the Semarang City government 

must be able to overcome various challenges. 
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Pendahuluan  

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk masyarakat membutuhkan 

pendanaan yang besar, sementara dana yang dimiliki 

pemerintah saat ini dirasakan belum dapat 

mengakomodasi kebutuhan pembangunan secara 

maksimal. Di samping itu melalui pembangunan 

infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah, 

tentunya akan memberikan dampak pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan. 

Dampak yang ditimbulkan berupa efek pengganda 

(multiplier effect) kepada banyak sektor dan 

kehidupan masyarakat. Diantaranya dapat 

meningkatkan daya tarik kawasan, yang berimplikasi 

pada peningkatan nilai lahan. Pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan pemerintah yang 

berdampak pada meningkatnya lahan di kawasan 

tersebut, memberikan potensi sumber pembiayaan 

pembangunan infrastruktur dengan metode Land 

Value Capture (LVC). Dukungan stakeholder 

ditunjukkan dengan adanya koordinasi yang baik 

antar stakeholder serta dukungan dari pemilik 

property (Mathur, 2014 ; Mathur, 2017). 

Teori klasik dari Henry George dalam Walters 

(2013), sebagian dari kenaikan nilai lahan tersebut 

semestinya menjadi hak publik, sehingga dapat 

diambil kembali oleh publik (pemerintah) dan 

dikembalikan kepada publik dalam bentuk 

penyediaan infrastruktur, atau dikenal dengan 

konsep Land Value Capture. 

Pemahaman tentang LVC sendiri dapat 

didefinisikan sebagai kebijakan pemanfaatan 

peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari 

investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di 

suatu kawasan dengan menggunakan dua basis 

penerapan yaitu: 1) LVC berbasis pajak dan 2) LVC 

berbasis pembangunan. Pendekatan LVC ini sampai 

saat ini masih menjadi kajian pada negara-negara 

yang masih terkendala akan pembiayaan 

pembangunan sehingga LVC memiliki potensi untuk 

membantu pemerintah dalam menangani persoalan 

penyediaan infrastruktur akibat kapasitas yang 

lemah, anggaran yang terbatas, and kurangnya 

inovasi.  

Tujuan utama LVC sendiri adalah untuk 

mengembalikan keuntungan dari pembangunan 

infrastruktur publik kepada publik. Penerapan 

pendekatan LVC ini diharapkan dapat membawa 

manfaat ekonomi bagi daerah. Dibutuhkan 

dukungan regulasi sebagai dasar pemanfaatan skema 

LVC. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum 

mempunyai regulasi yang mendukung implementasi 

skema LVC. 

Berkenaan dengan kondisi tersebut, 

Pemerintah Kota Semarang telah berupaya mencari 

berbagai solusi untuk meningkatkan ketersediaan 

infrastruktur perkotaan sekaligus pelayanan 
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kebutuhan dasar masyarakat, akan tetapi upaya 

yang dilakukan tersebut masih belum memadai 

seperti yang diharapkan. Untuk itu maka sudah 

sewajarnya Pemerintah Kota Semarang lebih 

mengembangkan pendekatan Land Value Capture 

(LVC) sebagai salah satu inovasi skema pembiayaan 

selain juga mendorong adanya Kerjasama 

Pemerintah-Swasta (public-private patnership). 

Oleh karena itu, guna merumuskan 

permasalahan dan rekomendasi tentang Land Value 

Capture (LVC) di Kota Semarang maka perlu 

melakukan kajian Land Value Capture (LVC) di Kota 

Semarang. Kegiatan kajian Land Value Capture (LVC) 

ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis 

penerapan pendekatan Land Value Capture (LVC) 

dalam pembangunan infrastruktur. 

Tujuan pengembangan penelitian tentang LVC 

adalah karena tingginya investasi transportasi 

umum, sehingga menjadikannya persyaratan yang 

digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian 

biaya proyek transportasi lokal. Land Value Capture 

(LVC) adalah metode pembiayaan infrastruktur 

yang dilakukan dengan mengambil lahan yang 

dihasilkan dari pembangunan infrastruktur di 

wilayah tertentu. Suzuki et al, (2015), financing 

transit-oriented development with land values: Adapting 

land value capture in developing countries. LVC 

membantu kota mengurangi tantangan dalam 

pembiayaan infrastruktur publik dan juga 

memberikan manfaat bagi sektor swasta (Smolka, 

2013).   

Metropolis abad ke-21 sering dicirikan oleh 

ekonomi tersier atau jasa, yaitu kota sebagai 

tempat ide dan pertukaran. Sebagian besar 

pertumbuhan lapangan kerja dan aktivitas 

difokuskan di sektor jasa keuangan, bisnis, ritel dan 

perhotelan; teknologi informasi (TI) dan 

komunikasi; pendidikan dan penelitian; dan 

kesehatan. Metropolis pada Abad ke-21 

berkembang pesat dalam kontak dan pertukaran di 

antara orang, bisnis, institusi, dan ide. Konsep LVC 

mendefinisikan nilai lahan (land value), ke dalam dua 

definisi, yaitu value creation (peningkatan daya tarik 

lokasi) dan value capture (margin peningkatan nilai 

lahan). Peningkatan nilai lahan dapat terjadi jika ada 

penambahan daya tarik lokasi yang menjadi fakta 

empiris dan hadir sebagai konsekuensi logis dari 

berbagai faktor, misalnya aglomerasi atau 

pemusatan aktivitas ataupun peningkatan 

aksesibilitas. Berdasarkan definisi tersebut, 

penambahan daya tarik yang menyebabkan 

kenaikan nilai lahan, kemudian menjadi “value 

creation” atau nilai yang dihasilkan sebagai dampak 

dari meningkatnya daya tarik suatu lokasi.  

Berdasarkan kenaikan nilai lahan tersebut, maka 

terdapat selisih nilai yang dapat “ditangkap” untuk 

dialihkan menjadi sumber pembiayaan baru. Selisih 

nilai itulah yang kemudian kita sebut sebagai “value 

capture”. 

Secara umum LVC dikenal sebagai kebijakan 

pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan 

dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di 

suatu kawasan tertentu. Skema LVC sebagai salah 

satu skema pembiayaan infrastruktur yang juga 

telah banyak diterapkan di berbagai negara, di mana 

pemerintah menggunakan dua instrumen yang 

umum diterapkan, yaitu berbasis pada perpajakan 

(Tax Based) dan berbasis pada pembangunan 

(Development Based) untuk mendapatkan manfaat 

dan keuntungan dari pembangunan infrastruktur 

terhadap kenaikan nilai lahan Keterlibatan 

pengembang dan pemilik properti dalam setiap 

tahap implementasi (perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan) dinilai memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan kebijakan LVC. 

 

Metoda Analisa 

Kajian ini dilakukan menggunakan metodologi 

kualitatif untuk memperoleh pemahaman tentang 

konsep value capture dan pendekatan desain 

institusional dalam konteks tertentu. Metode 

pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan 

pekerjaan ini berupa inventarisasi, analisis dan 

diskusi. Secara lebih rinci penggalian data dan 

analisis dilakukan dengan Desk Study (studi 

literatur) terkait dengan best practice, pedoman 

LVC, studi terdahulu dan regulasi terkait. 

Melalui kerangka pemikiran penelitian ini 

beberapa identifikasi dan analisis yang pada akhirnya 

akan menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana 

pendekatan LVC dalam memberikan potensi 

sumber pembiayaan pembangunan Infrastruktur di 

Kota Semarang?”. Tahapan berikutnya adalah 

menentukan sasaran yang akan dicapai dalam kajian 

ini, diantaranya teridentifikasinya potensi dan 

masalah pembangunan infrastruktur di Kota 

Semarang.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan 

infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit, 

sehingga pemerintah daerah, khususnya di negara 

berkembang seperti Indonesia, masih harus 

bergantung pada transfer dana pemerintah.  

Land Value Capture (LVC) dikenalkan sebagai 

salah satu inovasi skema pembiayaan yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur termasuk di kota Semarang. LVC 

dapat didefinisikan sebagai kebijakan pemanfaatan 
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peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari 

investasi, aktivitas, dan kebijakan.  

Pemerintah di suatu kawasan dapat 

menggunakan dua basis penerapan LVC, yaitu LVC 

berbasis pajak dan LVC berbasis pembangunan. 

LVC dapat bekerja berdasarkan siklus nilai yang 

baik yang dapat meningkatkan minat serta 

partisipasi sektor swasta dalam pembangunan 

infrastruktur. Value capture kota Semarang akan 

memiliki potensi untuk mendukung penyediaan 

infrastruktur jalan dengan melibatkan kontribusi 

dari pihak swasta. 

Sebagai tahap selanjutnya diperlukan langkah 

sinkronisasi dengan peraturan yang berhubungan 

dengan perpajakan, rencana tata ruang, 

pemanfaatan lahan dan juga tata guna lahan. 

Sinkronisasi regulasi tersebut membutuhkan 

dukungan dari Pemerintah baik di tingkat nasional 

maupun di tingkat daerah. Kolaborasi yang kuat 

dengan melibatkan pemangku kepentingan menjadi 

langkah penting untuk memastikan efektifitas 

implementasi skema LVC di Indonesia. 

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan LVC secara garis besar dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga), yaitu kesiapan regulasi dan 

kelembagaan, dukungan pemangku kepentingan 

(selanjutnya disebut stakeholder), dan faktor 

eksternal. 

Kebijakan value capture  merupakan alternatif 

pembiayaan transportasi dengan memanfaatkan 

sumber daya swasta.  Hal tersebut merupakan 

suatu konsep pembiayaan infrastruktur transportasi 

melalui perpajakan (taxation) dari nilai lahan yang 

meningkat dan tercipta karena adanya akses 

transportasi. Prinsip utama skema ini adalah 

proporsionalitas antara biaya dan keuntungan yang 

didapat oleh pihak – pihak yang mendapatkan 

manfaat karena adanya peningkatan akses 

transportasi, termasuk para pemilik lahan dan 

pengembang. Pemilik lahan dan pengembang 

(developer) mendapatkan keuntungan dari 

peningkatan nilai dengan menangkap nilai yang 

tercipta, sedangkan pemerintah mendapatkan 

keuntungan melalui fasilitas publik yang dibangun 

dan terpelihara melalui dana swasta. Penerapan 

skema value capture  telah terjadi di beberapa 

negara, khususnya negara maju.  

Dalam hal regulasi dan kelembagaan LVC, 

mayoritas narasumber dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa mereka sepakat untuk 

mendukung pelaksanaan LVC di Kota Semarang 

dan diperlukan regulasi dan kelembagaan yang jelas 

dan kuat dalam mengatur pelaksanaan LVC di Kota 

Semarang. Diyakini bahwa pemerintah perlu 

memastikan beberapa hal seperti “yang pasti 

regulasinya dulu sebagai aspek legalitas 

penerapannya, kemudian kelembagaanya dan perlu 

sosialisasi untuk transparansinya’’. Hal ini didukung 

Mathur (2014) yang menyatakan pentingnya 

institusi pemerintahan yang baik dan kuat, dan 

Fungsi, serta Tata Kerja DPUPR. 

Suzuki, et al. (2015), mengungkapkan bahwa 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan LVC sangat 

bergantung pada dukungan regulasi yang jelas. Di 

Kota Semarang, regulasi yang terkait dengan 

pelaksanaan LVC diantaranya adalah Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) yang di dalamnya 

mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan 

ruang Kota Semarang. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa tata ruang itu dinamis sehingga 

rencana tata ruang wilayah setiap 5 (lima) tahun 

dilakukan revisi. Pernyataan ini selaras dengan 

pendapat Mathur (2017), bahwa dalam pelaksanaan 

LVC perlu dilakukan pembaruan data kadastral 

karena di dalam RTRW diatur pula pola ruang yang 

dijadikan sebagai acuan penetapan zona nilai tanah 

(ZNT) yang menjadi dasar penetapan pajak 

properti. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, 

pembagian tugas dan kewenangan telah diatur 

dalam Peraturan Walikota.  

Dalam hal dukungan stakeholder, para 

narasumber ini memandang pentingnya LVC 

sebagai alternatif skema pendanaan pembangunan 

infrastruktur, seperti yang dinyatakan oleh pemilik 

hunian bahwa “Instrumen ini dapat memberikan 

pembiayaan infrastruktur terbaik apabila ada 

keseimbangan di setiap elemennya, baik di sistem, 

instrumen, maupun manusia/ masyarakatnya’’. 

Mereka mengungkapkan bahwa dukungan 

masyarakat sangat penting dalam mendukung 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan LVC. Hal ini 

selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Mathur (2014) yang menyatakan bahwa salah 

satu faktor keberhasilan pelaksanaan LVC adalah 

dukungan dari pemilik properti.  

Pentingnya LVC sebagai alternatif skema 

pendanaan pembangunan infrastruktur, seperti yang 

dinyatakan oleh pemilik hunian bahwa “Instrumen 

ini dapat memberikan pembiayaan infrastruktur 

terbaik apabila ada keseimbangan di setiap 

elemennya, baik di sistem, instrumen, maupun 

manusia/ masyarakatnya”. Beberapa keterangan 

narasumber mengungkapkan bahwa dukungan 

masyarakat sangat penting dalam mendukung 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan LVC di Kota 

Semarang. 

Keterlibatan pengembang dan pemilik properti 

khususnya di Kota Semarang, dalam setiap tahap 

implementasi (perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan) dinilai memegang peranan penting 
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dalam pelaksanaan kebijakan LVC. Seperti yang 

disampaikan oleh seorang pengembang, bahwa 

dalam penyusunan ketentuan dan peraturan 

sangatlah penting melibatkan para berbagai pihak 

sehingga hasil yang dikeluarkan bisa diterima dan 

berjalan dengan baik. 

 

Kesimpulan 

Peluang menerapkan skema pembiayaan 

value capture untuk membangun dan memelihara 

infrastruktur transportasi cukup besar, terlebih 

dengan dukungan pemerintah daerah, pusat dan 

sektor swasta yang berkepentingan. Skema 

pembiayaan “value capture” ini mampu 

menggantikan beberapa atau seluruh nilai yang akan 

dibangkitkan oleh infrastruktur publik, sehingga nilai 

lahan di sekitarnya akan meningkat dan 

menghasilkan keuntungan bagi pemilik tanah atau 

pihak pengembang (developer).  

Dengan demikian, value capture dapat 

diterapkan untuk menginternalisasi eksternalitas 

positif dari suatu investasi publik, sehingga 

memungkinkan lembaga – lembaga publik untuk 

membebankan pajak manfaat langsung dari investasi 

mereka.  

Faktor-faktor penentu keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan LVC Kota Semarang sangat 

berpeluang untuk menjadikan LVC sebagai 

alternatif pendanaan infrastruktur, namun, guna 

menggapai keberhasilan pelaksanaan LVC, 

pemerintah Kota semarang harus mampu 

mengatasi berbagai tantangan.  

Pemerintah Kota Semarang telah berupaya 

mencari berbagai solusi untuk meningkatkan 

ketersediaan infrastruktur perkotaan sekaligus 

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, akan tetapi 

upaya yang dilakukan tersebut masih belum 

memadai seperti yang diharapkan. Untuk itu maka 

sudah sewajarnya Pemerintah Kota Semarang lebih 

mengembangkan pendekatan Land Value Capture 

(LVC) sebagai salah satu inovasi skema pembiayaan 

selain juga mendorong adanya Kerjasama 

Pemerintah-Swasta (public-private patnership). 

 

Keterbatasan penelitian  

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya 

melibatkan metode kualitatif saja karena 

keterbatasan waktu penelitian. Penelitian 

selanjutnya dapat menggabungkan data kualitatif 

dengan kuantitatif, sehingga meghasilkan temuan 

yang lebih rinci.  

Sesuai dengan karakteristik kajian dengan 

metode studi kasus, maka generalisasi yang 

dihasilkan oleh kajian ini hanya terbatas pada lokasi 

studi kasus. Namun demikian, kesimpulan yang 

dihasilkan dapat menyiratkan kemungkinan 

kesimpulan yang sama juga berlaku di lokasi yang 

lain dengan kondisi yang serupa dengan lokasi studi 

kasus. 
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